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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban 

untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan 

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 

beruntung. Q.S. Al-Maidah: 90-91 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang    

Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan mempunyai wilayah 

yang sangat luas, dan tiap-tiap wilayah tersebut terdiri dari daerah besar dan kecil yang 

mempunyai pemerintahan sendiri untuk menyelenggaraakan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke-

empat khususnya Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa “Negara kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.1 

Negara Indonesia sejatinya merupakan suatu negara yang terdiri dari wilayah 

daerah provinsi, dimana dalam hal ini daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten 

dan kota. Daerah provinsi beserta kabupaten dan kota merupakan daerah yang masing-

masing memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahan daerah mereka. 

Bagir Manan berpendapat bahwa pemerintahan daerah merupakan satuan 

pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan 

rumah tangganya.2

 
1 Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogjakarta: Pusat Studi Hukum FH 

UII, hlm 57. 
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Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di 

samping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu, pembentukan 

daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi 

daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial 

budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang 

memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan 

dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.3 

Tiap-tiap daerah di Indonesia, dalam melaksanakan pemerintahan dipimpin oleh 

sosok kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). Secara Yuridis Konstitusional 

Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

memberikan suatu pengertian mengenai Kepala Daerah. Bahwa yang dimaksud kepala 

daerah dalam hal ini ialah ”Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai 

kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.4 

Andi Mustari Pide menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepala Daerah 

ialah sesosok  pejabat yang menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan 

pemerintahan daerah atau pejabat yang memimpin penyelenggaraan dan 

pertanggungjawaban sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Adapun tugas 

kepala daerah adalah kekuasaan kepala daerah yang dirinci secara jelas menurut 

 
3 Ridwan HR, 2001. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 14. 
4 Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan 

oleh kepala daerah. Termasuk hak-hak kepala daerah seperti kekuasaan kepala daerah 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menetapkan 

peraturan daerah (Perda) atau mengeluarkan keputusan dan peraturan kepala daerah 

untuk melaksanakan Perda.5 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah di ubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepala Daerah dalam menjalankan 

pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 65 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tugas dan wewenang tersebut meliputi: 

a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD; 

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda 

tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan 

menetapkan RKPD; 

 
5 Andi Mustari Pide, 1999.Otonomi Daerah dun Kepala Daerah Memasuki Abad XX. Yogyakarta: 

Gaya Media E'ratama. hlm 50. 
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. dihapus. 

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.6 

Adapun dalam hal ini kewenangan Kepala Daerah meliputi:7 

a. Mengajukan rancangan Perda; 

b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD 

c. Menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah 

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak sangat yang dibutuhkan oleh 

Daerah dan/atau masyarakat 

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

Kepala Daerah selain sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, juga merupakan 

pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan political recruitmen atau model 

pemilihan (“elections”) yang bersifat langsung (“direct”) dan menjalankan amanah 

rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan 

 
6 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 
7 Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
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sebagai partner yang tidak dapat terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal 

pengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah 

sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan 

mewujudkan kepercayaan masyarakat.8 

Di Indonesia sendiri Kepala Daerah dipilih langsung melalui suatu mekanisme 

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang disingkat dengan “Pilkada”. Pilkada di 

Indonesia sendiri sejatinya lahir dari kehendak konstitusi yang tertuang dalam Pasal 1 

Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa “Kedaulatan ditangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan umum kepala 

daerah sendiri sejatinya pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen yang sangat 

amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal tersebut 

sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Pilkada dalam hal ini juga memiliki 

suatu peranan yang cukup strategis, hal tersebut dikarenakan pilkada merupakan suatu 

ajang kontestasi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah beserta wakil 

pemimpin daerah yang berintegritas dan juga dianggap mampu dan bisa mengemban 

amanat dari rakyat daerah. Salah satu indikator pilkada yang berkualitas adalah pilkada 

 
8 Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah oleh Yusdiyanto, Ketua Pusat Kajian Konstitusi 

HTN FH Unila https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/01/05/politik-hukum-kedudukan-

wakilkepala-daerah edisi 5 Januari 2012, diakses pada hari Senin, 16 Maret 2020  pukul 14:16 
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yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu dikenal dengan 

universal suffrage atau hak pilih universal.9 

Pilkada di Indonesia sendiri secara filosofinya ditujukan untuk dapat menemukan 

calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas serta mempuni dan dianggap mampu 

untuk dapat mengemban amanat rakyat. Pilkada langsung berpeluang mendorong 

majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah 

sekaligus menguatkan derajat legitimasinya. Dengan demikian, pilkada langsung dapat 

memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Artinya, masyarakat berkesempatan 

untuk terlibat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala 

daerah sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala daerah 

jika menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah 

untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat.10 

Gregorius Sahdan dalam bukunya yang berjudul “Pilkada dan Problem 

Demokrasi Lokal”, memberikan dua buah pandangan dan juga dimensi mengenai 

pilkada. Dalam dimensi aktor, pilkada secara filosofis ditujukan untuk menekankan 

pentingnya kekuasaan, kewenangan beserta resiprositas antara rakyat dan pemimpin 

serta pergantian kekuasaan. Dengan adanya pilkada maka tidak akan ada lagi 

kekuasaan yang terpusat dan tersentralisasi hanya di tangan beberapa kelompok atau 

 
9 Miriam Budiardjo, 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Hlm.133. 
10 Djohermansyah Djohan, 2005. Masalah Krusial Pilkada . Jakarta: IIP Press.  hlm 36. 
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segelintir orang saja. Dan juga kekuasaan yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat 

dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara apabila dilihat dari dimensi struktur, 

maka pilkada hadir yaitu untuk menekankan pentingnya sikap kesukarelaan 

(compliance), kepercayaan (trust), akuntabilitas (accountability) dan inovasi 

(innovation). Struktur dan lingkungan politik lokal, Adapun menurut Hayden seperti 

dijelaskan Sahdan, maka dengan adanya pilkada akan mampu memberikan suatu akses 

dan juga berupa kesempatan yang sama kepada semua orang untuk dapat menjadi 

pemimpin. Konteks kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi 

pemimpin sendiri sejatinya tanpa terkecuali asalkan ia merupakan warga Negara suatu 

Negara tertentu, yang dibuktikan melalui proses Administratif.11 

Sejatinya jabatan Kepala Daerah di Indonesia merupakan suatu jabatan yang 

strategis. Hal tersebut dikarenakan Jabatan Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah 

di Indonesia merupakan jabatan tertinggi dalam Pemerintahan Daerah atau 

Pemerintahan Lokal di Indonesia. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan atau kebijakan 

yang dihasilkan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat daerah di Indonesia, sesuai 

dengan daerah administrasi masing-masing. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Pilkada Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh sosok calon Kepala Daerah 

 
11 Ibid., hlm. 40. 



8 
 

 

dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, apabila ia ingin mencalonkan dirinya sebagai 

calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, yaitu Pasal 7 Ayat 1 dan 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Secara yuridis setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 

serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.12 

Secara administrasi syarat-syarat bagi calon  Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah di Indonesia ialah meliputi: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia;  

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;  

d. dihapus;  

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur serta 25 (dua 

puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota: 

f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; 

 
12 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
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g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 

mantan terpidana; 

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap;  

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat 

keterangan catatan kepolisian;  

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara 

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan 

negara;  

l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap;  

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;  

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,  Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota, Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam 

jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon 

Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota; 

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau 

Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah 

yang sama;  
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p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati,Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain 

sejak ditetapkan sebagai calon;  

q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat 

walikota;  

r. dihapus; 

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon 

peserta Pemilihan; 

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil 

serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon 

peserta Pemilihan; dan  

u. behenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah sejak ditetapkan sebgai calon.13 

Pasal 7 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan 

mengenai syarat yang perlu diperhatikan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah apabila ingin ikut serta dalam kontestasi politik daerah atau yang biasa dikenal 

dengan Pemilukada yaitu “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan 

 
13 Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 
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dengan surat keterangan catatan kepolisian”.14 Frasa tidak pernah melakukan tindakan 

tercela dalam hal ini secara eksplisit memberikan ketentuan bahwa calon Kepala 

Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang ingin ikut serta dalam kontestasi politik 

melalui Pilkada diwajibkan untuk tidak pernah melakukan tindakan tercela. 

Kategorisasi tindakan tercela dalam hal ini ialah suatu tindakan yang dapat menciderai 

citra dari Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, yang tentunya 

bertentangan dengan moral, etika, ketertiban umum dan kesusilaan. Baik itu berupa 

tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang atau hukum positif negara Indonesa 

maupun moral yang ada di dalam masyarakat.15 

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan ramai diperbincangan mengenai kabar 

adanya seorang mantan pengguna narkotika mencalonkan dirinya  dalam pemilihan 

umum kepala daerah pada tahun 2020 ini.16 Adapun hal menjadi perbincangan dalam 

hal ini ialah bahwa pengguna narkotika sendiri merupakan suatu perbuatan tercela yang 

seharusnya dihindari oleh sosok calon orang nomor satu di Daerah.17 

Pencalonan diri mantan pengguna narkotika di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera 

Selatan menuai Pro dan Kontra dari masyarakat setempat. Ada yang menyatakan 

bahwa apabila mantan pengguna narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi 

 
14 Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 
15 Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
16https://kabar24.bisnis.com/read/20191218/15/1182599/mantan-pengguna-na.rkotika-nyalon-

kepala-daerah-mk-beri-3-kriteria-untuk-dapat-skck, diakses pada tanggal 25 Februari 2020.Pukul 18:29 

WIB. 
17 Adam Chazawi,  2002.  Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 

71. 

https://kabar24.bisnis.com/read/20191218/15/1182599/mantan-pengguna-na.rkotika-nyalon-kepala-daerah-mk-beri-3-kriteria-untuk-dapat-skck
https://kabar24.bisnis.com/read/20191218/15/1182599/mantan-pengguna-na.rkotika-nyalon-kepala-daerah-mk-beri-3-kriteria-untuk-dapat-skck
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maka ia sah-sah saja untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah, 

hal tersebut juga didukung dengan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap warga 

Negara Indonesia memiliki hak untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena hal tersebut merupakan hak 

konstitusionalnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa secara administratif 

mantan pengguna narkotika tidak izinkan mencalonkan diri sebagai sebagai calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena penggunaan narkotika merupakan 

suatu perbuatan tercela sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.  

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Putusannya Nomor 99/PUU/XVI/2018 

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala 

Daerah “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan 

kepolisian”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud  dengan 

“perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, 

serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.18 

 
18 Pasal 7 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
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Hasil akhir yang didapat dari perdebatan mengenai pro dan kontranya mantan 

terpidana kasus penyalahgunaan narkotika yang berencana mencalonkan diri menjadi 

calon Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan ialah pada akhirnya calon 

Kepala Daerah yang pernah melakukan tindakan tercela berupa penyalahgunaan 

narkotika tersebut tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala 

Daerah dikarenakan adanya larangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang pilkada.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Larangan 

Pencalonan Diri Mantan Pengguna Narkotika Dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018). 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar Belakang  di atas, maka Permasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 

bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-

XVI/2018? 
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C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

99/PUU-XVI/2018 bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan putusan Mahkamah Nomor 

99/PUU-XVI/2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.   Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran supaya tidak terjadi kesalapahaman secara 

administratif Mantan pengguna narkotika diperbolehkan ikut serta dalam 

pemilihan Kepala Daerah. 

2.   Manfaat Praktis 

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah apakah secara 

yuridis dan administratif mantan pengguna narkotika berhak atau tidak untuk ikut 

serta mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah. 

E. Kerangka Teori 

1.   Teori Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang dikenal 

dengan sebutan Pemilukada ialah suatu bagian dari implementasi demokrasi di 

Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kehendak daripada konstitusi Negara Indonesia 
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yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”.  

Hal tersebut memberikan suatu ketentuan bahwa rakyat memiliki hak untuk ikut 

serta dalam memilih pemimpin dan wakil pemimipinnya yang didasarkan atas hati 

nuraninya masing-masing. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas 

memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik 

artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan 

kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh karena 

itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungkanya kepada 

rakyat yang memilihnya.19 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini 

dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam pelaksanaanya, harus tetap berpedoman pada prinsip – 

prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2014 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

yakni:20  

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek 

demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keaneka-ragaman daerah; 

 
19  Ramlan Surbakti, 2008. Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi. Jakarta: Kemitraan, hlm. 

27. 
20 Prinsip Otonomi Daerah Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
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2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan 

legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi 

anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah; 

3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap 

terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah di 

Indonesia. 

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung 

menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman 

dan perluasan demokrasi lokal, yaitu meliputi:21 

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang 

partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan 

kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan 

yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekruitmen politik di 

tangan segelintir orang di DPRD  (oligarkis); 

2. Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih 

lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka 

dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. 

Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan 

 
21 Djohermansyah Djohan, 2005.“Masalah Krusial Pilkada”, dalam  Djohermansyah Djohan  dan 

Made Suwandi, Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan, Jakarta: IIP Press, hlm. 36. 
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“syndrome” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi 

yang tidak fair, seperti; praktik politik uang (money politic); 

3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk 

mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh 

kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam 

sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, 

warga di area lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam 

pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai 

posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik; 

4. Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin 

yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui pemilukada langsung, 

Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan 

pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai 

sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab 

pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan Kepala 

Daerah dengan masyarakat; dan 

5. Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki 

legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan 

(check and balance) di daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan 

kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. 
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2. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas sejatinya merupakan suatu tolak ukur dari tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian suatu  tujuan.22 Efektivitas sendiri dapat dimaknai sebagai  pengukuran 

dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

sosiologi hukum, efektivitas  hukum memiliki fungsi sebagai “a tool of social control” 

yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan 

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam 

masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai “a tool of social 

engineering” yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. 

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola 

pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. 

Sehingga dalam hal ini Efektivikasi hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses yang 

bertujuan agar hokum dapat berlaku efektif.23 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

Supaya pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas, dan juga lebih konkrit, maka 

ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai 1. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 bertentangan atau tidak Undang-Undang Nomor 

 
22 Yusdianto, 2010, “Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 

dan Mekanisme Penyelesaiannya”,  Jurnal Konstitusi Vol II, hlm 44. 
23  Achmad Ali, 2009. “Menguak Teori Hukum  dan Teori Peradilan”, Jakarta,  Penerbit Kencana, 

hlm. 375. 
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10 Tahun 2016  2. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-

XVI/2018. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Jhony Ibrahim yang 

mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur 

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum 

dari sisi normatifnya.24 Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif 

dibangun dengan didasarkan pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum 

normatif. Pendapat ini juga diperkuat oleh Peter Mahmud yang mengemukakan bahwa 

penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.25  Berdasarkan hal tersebut 

berarti bahwa penelitian ini bersumber dari kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konspektual 

 
24 Jhony Ibrahim, 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,  Malang: Bayumedia.  hlm 

47. 
25 Peter Mahmud Marzuki, 2012, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Pranadamedia Group.  

hlm 35. 
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(Conseptual Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), yaitu dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Undang-

undang ini dilakukan dengan cara mendekati suatu permasalahan yang dihadapi 

dan akan diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan 

perundang-undangan ini sendiri akan membuka kesempatan bagi penulis untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang 

dengan undang-undang lain.26 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dilakukan karena belum atau tidak 

ada pengaturan yang relevan atas masalah yang dihadapi. Pendekaran konseptual 

ini sendiri berasal dari pandangan-pandangan atau doktin-doktrin yang ada dan 

berkembang di dalam ilmu hukum.27 Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, 

penulis memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang ketentuan 

administratif pemakai narkotika dapat ikut serta dalam pemilihan umum kepala 

daerah. 

c. Pendekatan Historis (Historical Approach) Pendekatan ini dilakukan oleh penulis 

untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang. Sehingga 

dapat memahami dan menemukan latar belakang dan perkembangan pengaturan 

mengenai isu hukum yang dihadapi. Agar penulis dapat  meihat filosofi dari 

 
26 Ibid., hlm. 39 
27 Ibid., hlm. 40. 
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Ketentuan Administratif diperbolehkannya mantan pemakai Narkotika 

mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah .28 

3. Bahan Hukum  

Bahan Hukum yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahwa :  

a. Bahan Hukum Primer  

 Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang 

artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.29  

Dengan demikian maka Penulis dalam menggunakan bahan hukum primer  

mengacu pada perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku, seperti:  

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

ii. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

iii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-

 
28 Ibid., hlm. 22. 
29 Ibid., hlm. 31. 
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang bersisi penjelasan 

atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas buku-buku 

administrasi negara, artikel ilmiah, ditambah kasus-kasus hukum yang relevan dengan 

penelitian ini, beserta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Dan/Atau 

Walikota Dan Wakil Walikota. 

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum 

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

sendiri ialah studi kepustakaan (library research), dengan cara mengkaji dan juga 

mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan 

dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, 

jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki 

keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.30 

 

 
30 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 

21. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah proses pengumpulan bahan hukum 

yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis akan  mengidentifikasi, mengolah dan 

juga menganalisis, kemudian akan menyusun dalam suatu bentuk karya dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan sebagian sumber 

bahan hukum yang penulis gunakan hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan 

tersier, yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder 

beserta bahan hukum tersier.31 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan, berasal dari hasil akhir penelitian yang 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian. penelitian ini juga  dilakukan secara deduktif, 

hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang 

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih 

khusus.32 Hasil analisis penelitian yang penulis lakukan pun  yang bersifat umum dan 

juga dihubungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang 

ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

 
31 Rachmat Kriyantono, 2009, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, hlm. 69. 
32 Bahder Johan Nasution, 1986, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, hlm.32. 
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